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KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
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PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

Menimbang

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena

adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh
penyelenggara negara;

bahwa dalam rangka menuju tata kelola
pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu
kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;

bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai
benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang
beragam dan sangat berpengaruh pada performance
kinerja penyelenggara negara, oleh karena itu perlu
disusun pedoman umum penanganan benturan
kepentingan dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
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